
GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR '’7 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN 
DI BALAI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI 

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : ,a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan Di Balai 
Pengelolaan Pertambangan Dan Energi Dinas 
Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa 1 engah yang 
transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu 

i disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat 
■ berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu 

< menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar 
Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai Pengelolaan 
Pertambangan Dan Energi Dinas Pertambangan Dan 
Energi Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem­
bentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Reputlik Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubaL dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

... 

GUpERNUR JAWA TENGAH 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR ,;7 '11 AT-TIJN. 2006 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN 
DI BALAI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI 

DINAS PERTAM8ANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH . . 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

. Mer.irnbang : ~-. tahwa guna men!ngkatkan kualitas pelayanan Di Balai 

Mengingat 

· Pangelolaan Pertambangan Dan Energi Dinas 
· ; Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah yang 

· transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu 
<iisusun Standar Operasionaf Prosedur Pelayanan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
· dir'T'aksud h1Jruf a, agar pelaksanaannya dapat 

·· berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu 
menetapkan Peraturan Gubemur tentang Standar • Operasiona1· Prosedur Pelayanan Di Balai Pengelolaan 
Pertambangan Dan Energi Dinas ~ertambangan Dan 
Eneroi_Provinai Jawa Tengah; 

1. Undang-Undar.g Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem­
bAntukan. Provinsi Jawa Tengati; _ 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan A•tribusi D1erah (Lembaran Negara 
Republik lnd011esia .rahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara_ Repur lik Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diuba~w dangah Undang-Undang 
Nomor 34 T&hun 200() tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 1a· Tahun 199_7 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi ·oaerah (Lembaran N~gara 

· Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan 
Lembaran Negara R~publik Indonesia Nomor 4048); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Repub'ik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nornor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4545);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 
3176);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha 
Pertambangan Bahan Galian'Golongan C di Provinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1994 
Nomor 3 Seri B Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas 
Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas 
Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas 
Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas 
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, 
Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 
Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, 
Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas 
Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan 
Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagang­
an, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, 
Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
?emerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
lr;donesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara . Repub'ik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana :.te,at:l. · dicibah dengan Undang-Undang 
Nornor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peratura.n 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Qaerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4545); 

4. Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
N~gara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, . 
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 
3176); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembarc1n Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139) ; 

6. Peraturan Daer&h Provins1 Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tantang Usaha 
Pertambangan Bahan Ga liar.· Golongan C di Provinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lenibaran Daerah 
Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1994 
Nomor 3 Seri B Nomor 1 ); · 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 
Tahun 2001 teiitang Pemt:entukan Keduduk;in, Tugas 
Pokok, Fung$i Dan Susunan Organisasi Dinas 
Kesejahteraa~, ~C>sial1 Dinas Pariwisata, .. Dinas 
Pelayanan Koperasi Dan u~aha Koci! Menengah, Dinas 
Tenar.,a Kerja Dan Trarsmigrasi, Dinas Bina Marga, 
Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 
Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, 
Dii1as Kei1utanan, Dinas Perkebunan, Dine1s 
Perhubungan · Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikar 
Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan i'erdagang­
an, Dinas Keseh~tar., Dinas Pert,~mbangan Dan Energi, 
Dinas Pe,,dapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Provirisi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) 
sebagaimana telah diuoah dengan Peraturan Daerah 



Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan 
Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas 
Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil 
Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, 
Dinas Pengeiolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan 
Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, 
Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas 
Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan 
Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 
Nomor 3, Seri D Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 
Tahun 2002 tentang; Pembentukan Kedudukan, Tugas 
Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, 
Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, 
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina 
Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas 
Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan 
Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, 
Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas 
Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan 
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan 
Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 
Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 
tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, 
Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Kesejahteraan Sosial; Dinas Pariwisata, Dinas 
Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas 
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, 
Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 
Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan,

Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
PGrubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
'fengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan 
Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas 
Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil 
Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, 
Dinas Pengeiolaan Sumber rJ3ya Air, Dinas Pertanian 
T Jnaman · Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan 
Dan KelautEtn, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, 
Dinas Perhubung;m Dan Telekomunikasi, Dinas _ 
Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan 
Perdagangari, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan 
Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah ·dan Dinas Lalu 
Lintas Dan Angkutan J&lan Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 
Nomor 3, Seri D Nomor 3); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 
Tahun 2002 t~ntang:4 Pepibentukan Keduduksn, T,ugas 
?okok, Fungsi ['3n Susural" Organisasi Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Kesejehteraan Sosial, Dinas Pariwisata, 
Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, 
Dinas Tenaga Kerja Dan 1 n:msmigrasi, Dinas Bina 
Marga, Dinas Permukim~m Dan Tata Ruang, Dinas 
Pengetolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Dinas Petemakan, · Dinas Perikanan 
Dan Kelautan, Dinas K9hutanan, Dinas Perke~unan, 
Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Din~s 
Pendidikan Oa.n Kebudayaa11, Dines Perindustrian Dan 
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perl~mbangan 
Dan Energi, Dlnas Pendapatan D~erah dan Dinas Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jal3n Provinsi Jawa Tengah 
(Lembarar, Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 
Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 
tentang Pembentukan Kedudukan, Tug~s Pokok, 
r ungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Kebejahteraan Sosiel: Dinas Pariwisata, Dinas 
?elayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas 
Tenaga Karje Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, 
Dinas f>ermukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan 
Sumber Day£l Air, Dinas Pertanian Tanaman Panga~, 
Dinas Peternakan, Dim:1:s Perikanan Dan Kelautan, 
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Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas 
Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan 
Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagang­
an, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, 
Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5, 
Seri D Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 
Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa lengah Tahun 2002 
Nomor 70);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 
Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 1994 Nomor 3 Seri B Nomor 1

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 
Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa 
Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
T engah Tahun 2004 Nomor 47 Seri C Nomor 2);

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor KEP/23/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum 
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pela­
yanan Instansi Pemerintah;

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis 
Transparas; dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik;

15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun
2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi 
Serta Tata Keija Dinas Pertambangan Dan Energi 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2002 Nomor 22);

16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun
2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 
serta Tata Kerja Balai Pengelolaan Pertambangan dan 
Energi pada Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2003 Nomor 18);
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Dinas Kehutanan, Oinas Perkebunan, Dinas 
Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan 
Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagang­
en, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, 
Cinas Pendapatan Oaerah da;i Dinas Lslu Lintas Dan 
A11gkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah {Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Ter,gah Tahun 2006 Nomor 5, 
Seri D Nomor 5); · 

9. Peraturan Daarah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 
Tahun 2002 tentsng Pengambi:an Ai:- Bawah Tanah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 
Nomor70); , . . 

10. Peraturan Dae rah 'Provinsi Jawa r engah Nomor 11 
Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah (Lembaran Daerah. Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 1994 Nomor 3 Seri B Nomor 1 ~; 

~ 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah NomQr 12 
Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa 
Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provi1;1si Jawa 
Tengah Tahun 2004 Nomor 47 Seri C Nomor 2); 

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

13. Keputusan Mentsri P~ndayagunaan Aparatur Negara 
Nomor KEP/2.3/M. PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum 
Penyusunnn lndeks Kepuasan Masyarakat Unit Pela­
yanan lnstansi Pemerintah; 

'i 4. Keputusan Menteri Pendayagum1an Aparatur Negara 
Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis 
Transporasl den Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik~ 

15. Keputusan Gubernur Ja.wa Tengah Nomor 20 Tahun 
2002 tentr1ng Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Pertambangan Dan Energi 
Provinsi Jaws Tengah (Lemb2ran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2002 Nomor 22); 

16. Keputusan Gubern~r Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 
2003 tentang Penjabaron Tugas Pokok dan Fungsi 
serta Tata kerja. Balai ,Pengelolaan Pertamuangan dan 
Energi pada Dir,as Pertambangan Dan Energi Provinsi 
Jawa Tengah ~Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2003 Nomor 18); 
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI 
BALAI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI 
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA 
TENGAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
 2. Dinas^sdaiah Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah.

3. Bakai adalah Balai Pehgelolaan Pertambangan Dan Energi Dinas 
Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah.

4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah merupakan ukuran 
yang* dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati 
oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

5. Pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerirra pelayanan maupun 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 
pelayanannya.

 7 Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administrasi
yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 
pelayanan.

8. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD 
adalah Surat Izin Pertambangan Daerah yang menjadi kewenangan 
Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah.

9. SIPD Eksplorasi adalah Surat Izin Pertambangan Daerah untuk 
melakukan segala penyelidikan geologi/pertambangan untuk 
menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan 
galian.

10. SIPD Eksploitasi adalah Surat Izin Pertambangan Daerah untuk usaha 
pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan 
memanfaatkannya.

t 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PF.RATURAN GIJBERNUR • .IA'NA TENGAH TENTANG 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI 
BALAI PENGE~OLAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI 

, DINAS PERTAMBANGAN DAN.ENERGI PROVINS! JAWA 
TENGAH. . . 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yan~ dimaksud cengan ·: 

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 

2. Dinas,,.G-dalah Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah. 
I 

3. Bal,,ii ada!ah Balai Pehgelolaan Pertambangan Dan Energi Dinas 
Pert1mbangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah. · 

4. Stan
1

1~ar Operasional Pr.osedur Pelayanan adalah merupakan uk·Jran 
yang -dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati 
oleh pemberi dan atau penerima pelaya,,an. 

5. Pelayanan adalah seg£Ia kegiatan pelayanan yang dii:3ksa,,akan 
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerirr a pelayanan maupun 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang 
diberikari kepada masyaral-'.at dilihat dari sisi kesederhanaan alur 
pelayanar.nya. · 

7 Persyaratan P~layanan adal8h persyaratan teknis dan administrasi 
yang dipArlukc.n untuk nendapatkan pelayanan ses1Jai dengan jenis 
pelayanan. 

8. Surat lzin Pertambangan Qaerah yang selanjutnya disingkat SIPD 
adalah Surat lzin Pertambangari Daerah yang menjadi kewenangan 
Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa fengah. 

9. SIPD Eksplorasi adalah Surat lzin Pertambangan Dat:trah untuk 
melakukan segala penyelidikan geologi/pertambangan untuk 
meneta!')kan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan 
galian. 

1 O. · SIPD Eksploitasi adalah Surat lzin Pertambangan Daerah untuk usaha 
pertamhangan· cengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan 
memanfaatkan t1ya. 
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11. SIPD Pengolahan dan Pemurnian adalah Surat Izin Pertambangan 
Daerah untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk 
memanfaatkannya dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada 
bahan galian itu.

12. SIPD Pengangkutan adalah Surat Izin Pertambangan Daerah untuk 
usaha pemindahan bahan galian hasil pengolahan/pemurnian bahan 
galian dari wilayah eksplorasi, atau tempat pengolahan dan 
pemurnian;

13. SIPD Penjualan adalah Surat Izin Pertambangan Daerah untuk segala 
usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian 
bahan galian;

14. SuraiT Izin Pemboran dan Penurapan Mata Air yang selanjutnya 
disingkat SIP Adalnh Surat Izin Pemboran Air Bawah Tanah dan 
Penerapan Mata Air;

15. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat
SIPA adalah Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;

16. Surat Izin Pengambilan Mata Air yang selanjutnya disingkat SIPMA 
adalah Surat Izin Pengambilan Mata Air;

17. Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang 
selanjutnya disingkat S'PPAT adalah Surat Izin Usaha Perusahaan 
Pengeboran Air Bawah Tanah yang menjadi kewenangan Dinas 
Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;

18. Kartu Izin Meledakkan yang selanjutnya disingkat KIM adalah izin yang 
diberikan kepada pemegang SIPD eksploitasi untuk dapat melaksana­
kan peledakan dalam pembongkaran bahan galian;

19. Izin Gudang Bahan Peledak adalah izin yang diberikan kepada 
pemegang SIPD eksploitasi untuk dapat memanfaatkan bangunan 
khusus untuk menyimpan bahan peledak;

BAB II

VISI, MISI MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) . Visi Balai adalah pengembangan potensi sumber daya mineral dan

energi yang berdaya saing tinggi dengan berwawasan lingkungan.
(2) . Guna melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai

mempunyai misi:
a. meneliti dtn mengembangkan potensi bahan tambang, geologi, air 

bawah tanah, energi dan migas dengan menerapkan azas 
konservasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
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11. SIPD Per.golahan dan Pemurnian adalah Surat lzin Pertambangan 
Daerah untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk 
memanfa&lkannya dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada 
bahan gali~n itu. 

12. SIPD PengangK.utan adalcth Surat lzin Pertambangan Daerah untuk 
usaha pemindahan bahan galian hasil ptmgolahan/pemurnian bahan 
galian d'~ri wilayah eksplorasi, atau tempat pengolahan dan 
pemurniar.; 

13: SIPD Penjualan adalah Surat lzin Perta'i\hangan Daerah untuk segala 
usaha penjualan bahan gali~n dan hasil pangolahan dan pemurnian 
bahan galian; 

14. Surf( ··Izin Pemboran dan Penurapan Mata Air yang selanjutnya 
disingkat SIP c\dal~h Surat lzin Peml>oran Air Bawah Tanah dan 
Pen~rapan Mata Air; 

15. Sur t lzin Pengambilan Air Bawah Tanah yang selanjutnya disir,gkat 
SIP adalah Sur8t lzin Pengambilan Air Bawah Tanah; 

16. Surat lzin Pengambilan Matcl Air yang selanjutnya disingkat SIPMA 
adalah Surat lzin Pengarnbifan Mata Air; 

17. Surat lzin Usaha Perusa.haan. Pengeboran Air Bawah Tanah yang 
selanjutnya disingkat S'.PPAT adalah Surat lzin Usaha P2rusahaan 
Pengeboran Air Bawah Tanah yang menjadi kewenangan Dinas 
Perindustrian Dan Perdagangan Provin,=;i Jawa Tengah; 

18. Kartu lzin Mel<3dakkan yang selanjutnya disingkat KIM adalah izin yang 
diberikan l<epada pemegang Sf PD eksploitasl untuk dapat melaksana­
kan peledakar, dalam pernbongkaran bahan galian; 

19. lzin Gudang 8aha11 Peledak adalah izin yang diberikan kepada 
pemegang SIPD eksploitasi untuk dapat memanfaatkan bangunan 
khusus untuk menyinipan bahan pelcdak; 

· BAB II 

VISI, MISI MAl(SUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1 ). Visi Balai adalah pengemb~ngan p~tensi sumber daya mineral dan 
energi :,arig berdaya saing tinggi rlengan berwawasan lingkungan. 

(2). Guna melaksa,akan visi seuagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai 
rnempunyai misi: 
a. meneliti d£m mengemba11gkan potensi bahan tambang, geologi, air 

· bawah tanah, energi dan migas dengan menerapkan azas 
konsen,asi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
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b. mengoptimalkan pemanfaatan bahan tambang, geologi, air bawah 
tanah, energi dan migas dengan memperluas kesempatan keija 
dan peluang usaha rneialui pemberdayaan usaha kecil menengah 
(UKM) dan koperasi.

c. meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan potensi 
bahan tambang, geologi, air bawah tanah, energi dan migas yang 
berwawasan lingkungan guna menjamin ketersediaan bahan baku 
dan bahan penunjang untuk industri dan konstruksi.

d. meningkatkan sumberdaya manusia dan sarana prasarana dalam 
rangka optimalisasi pelayanan.

e. melaksanakan dan fasilitasi peningkatan teknologi yang 
berwawasar lingkungan dalam pemanfaatan bahan tambang, 
geologi, air bawah tanah, energi dan migas untuk memperoleh nilai 
tambah guna meningkatkan daya saing.

Pasal 3

(1) . Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan
adalah agar penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan efisien, 
efektif, tepat waktu sesuai dengan visi dan misi dalam upaya 
mewujudkan usaha pertambangan dan energi yang optimal.

(2) . Tujuan ditetapkannya standar operasional prosedur pelayanan adalah
untuk mewujudkan pelayanan publik yang sederhana, transparan, 
akurat, aman, dapat dipertanggungjawabkan, disiplin, sopan dan 
ramah.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5
Mekanisme Pelayanan Di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6
Mekanisme Pengaduan Pelayanan Di Balai sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
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b. mengoptimalkan pemanfaatan bahan tambang, geologi, air bawah 
tnnah, ent::rgi dan migas dengan memperluas kesempatan kerja 
dan pelusng usaha meialui pemberdayaan usaha kecil menengah 
(UKM) dan koperasi. 

c. rr.eningkat'<an efisiensi c.:a·n produkt!vitas dalam pengelolaan potensi 
bahan tambang, geologi, air bawah tanah, energi dan iTiigas yang 
berwawasan lingkungan guna menjamin ketersediaan bahan baku 
dan bcihan penunjang untuk industri dan konstruksi. 

d. meningkatkan sumberdc,ya manusia dan sarana prasarar.a dalam 
rangkE1 oplimalisasi pelayBnan. · 

e. melDksanakan dan fc;silitasi peningkatan teknologi yang 
berwawasar lingkungan dalam pemanfaetan bahan tambang, 
geologi, air bawah tanah, energi dan migas untuk mernperoleh nilai 
tambah gu'7a meningkatkan daya saing. · 

Pasal3 
(1 ). Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan 

adalah agar · penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan efisien, 
efektif, tepat waktu sesuai dengan visi dan misi dalam upaya 
mewujudkan usaha pertambangan dan energi yang optimal. 

(2). Tujuan ditetapkannya standar operasional prosedur pelayanan adalah 
untuk mewujurjkan pelaya_nan publik yang sederhana, transparan, 
akurat, ama;1, dapat dipertanggungjawabkan, disiplin, sopan dan 
ramah. 

BABm 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN 

Pasa14 

Standar Operasion '31 Prosedur Pelayanan Di Balai sebagaimana tercantum 
· dalam Lampircin I Peraturan Guhernur ini. 

Pasal5 
Mekanisme P0layanan Di Balai sebagaimana tercantum d&lam Lampiran II 
Peraturan Gubernur ini. 

Pasal6 
Mekanisme Pengaduan Pelayanan Di Balai se:bagaitnana tercantum dalam 
Lampiran Ill Peraturan Gubernur i~i. 
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 17 Juli 2006

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 20 Juli 2006

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 57
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SASIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal7 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubemur 1m sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 

Pasal8 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

Diundangkan di Semarang 
padatanggal 20 duli 2006 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 

JAWA TENGAH, 

ttd 

MARDJIJONO 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 17 Juli 2006 

GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

MARDIYANTO 

SERITA DAERAH PROVINS( JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR s1 
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LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 57 TAHUN 2006 
TANGGAL 17 Juli 2006

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH

NO

1 SIPD 
Eksplorasi

JENIS 
PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR 

PELAYANAN
WAKTU 

PENYELESAIAN BIAYA PRODUK SARANA 
PRASARANA

KOMPE- 
TENSI 

PETUGAS

a. Salinan / foto copy akte 1. Pemohon mengajukan 90 hari dengan Retribusi SIPD - Ruang Pengetahuan:
pendirian perusahaan (PT, permohonan SIPD eks- ketentuan sesuai eksplorasi tunggu - Kebijakan
CV, Fa, Koperasi) dan KTP plorasi kepada Gubernur persyaratan Perda - Ruang pengelola-
untu perorangan; Cq. Kepala Distamber sudah lenkap No. 12 pemeriksa- an Pertam-

b. Surat Keterangan Referensi lewat Kepala BPPE. Th.2004 ai« bangan
Bank Pemerintah; 2. BPPE Melakukan kajran sebesar - Ruang - Ilmu

c. Peta Situasi Wilayah kelengkapan administrasi Rp. konsultasi rambang
Pertambangan skala 1 dan teknis permohonan 100.000,- - Yompiter dan
10.000 untuk luas > 50 Ha 3. BPPE meminta reko- - Mesin Ketik geologi
dan skala 1 :1.000 untuk mendasi kepada Bupa- - Kalkulator
luas s/d 50 Ha; tiA/Vali kota dan instansi - Kotak Ketrampilan :

d. Rencan kerja eksplorasi; terkait tentang rencana saran - Teknik
e. Pernyataan dari tenaga usaha pertambangan; - Ruang pelayanan

teknik/ ahli pertambangan 4. Atas kajian dan reko- rapat prima
bermeterai cukup; mendasi, BPPE me- - Slide

i. NPWP; ny'^pkan konsep surat projector Sikap :
g. Surat pernyataan izin atau peno^ka.1 - GPS Komunkafif

kesanggupan mamberikcn permohonan dan diajukan (Global Empati
iamrnan eksplorasi; kepada kepala DISTAM- Positioning - Kestabilan

h. Surat pernyataan telah BEN; Sysiem) emosi
mendiri-kaip Kantor 5. Kepala DISTAMBEN - Peta dasar - Ketelitian
Cabang/Perwakilan di Jawa memytuskan penolakan (topografi) kerja
Tengah bagi pemohon di atau penerbitan izin ber- skala 1 : - Kejujuran
luar Jateng. dasarkan hasil kajian dari 25.000 dan Responsif

BPPE dengan surat 1 :50.000 Kerjasama
keputusan, untuk disain- Alat ukur i.

iI

SANKSI

PETUGAS

Sesuat PP 
30 tahun 
1980 
tentang 
Peraturan 
Disiplin 
PNS

PELANGGAN
TEMPAT

1.

2.

SIPD, 
sudah di­
terbitkan 
tetapi tidak 
ada kegiat­
an. dapat 
dicaout 
SIPD nya 
Sanksi ad­
ministrasi 
permohon­
an tidak 
diproses.

1.8PPE 
WilayaL 
Pati Jl ’
Jend *
Sudirman 
No. 52 
Pati.

2. BPPE 
Wilayah i 
Pekaiong- ■ 
an Jl.
Pemuda 
No. 50 
Tekalong- 
an.

3. BPPE 
Wilayah 
Solo Jl. 
Balekam- 
bang Lor 
No, 3 
Suakarta.

6.

paikan kepada pemohon 
melalui Kepala BPPE;
BPPE memberikan Surat 
Izin kepada pemnimn 
disertai dengan penarikan 
kewajiban retribusi atas 
izin,

SIPD 
Pengolahan/ 
Pemurnian

a. Salinan / foto copy akte 
pendirian perusahaan (PT, 
CV, Fa, Koperasi) dan KTP 
untu perorangan;

b. Surat Keterangan
Referensi Bank Pemerintah;

c. Peta Situasi Wilayah Per­
tambangan skala 1 :10.000;

d. Rencan kerja Pengolahan/ 
Pemurnian;

1.

2.

Pemohon mengajukan 
permohonan SIPD Pe­
ngolahan/ Pemurnian 
kepada Gubernur Cq. 
Kepala Distamben lewat 
Kepala BPPE.
BPPE Melakukan kajian 
kelengkapan adminis­
trasi dan teknis 
permohonan.

90 hari Retribusi 
i sesuai 
S Perda

No. 12
Th.2004 
sebesar
Rp.
100.000,-

SIPD
Peogolah- 
afl/Pemurni
an

Ruang 
tunggu 
Ruang 
pemeriksa­
an
Ruang 
konsultasi 
Komputer

Pengetehuan:
- Kebijakan 

pengelola­
an Pertam­
bangan

- Ilmu tam­
bang dan 
geologi

Permohon­
an lengkap 
tidak dipro­
ses, dapat 
di gugat.

1. SIPD 
sudah 
diterbitkan 
tetapi 
tidak ada 
kegiatan, 
dapat 
dicabut 
SIPD nya

1.BPPE 
Wilayah 
Pati Jl, 
Jend. 
Sudirman 
No . 52 
Pati.

2.

. ,. 

-
JENIS NO 

PELAYANAN 

1 SIPD a. 
Eksplorasi 

b. 

C. 

l 
I d. 
! e. 

t. 

g. 

I h. 

' 

2. SlPD a. 
Pengolahan/ 
Pemumian 

b. 

C. 

d. 

LAMPIRAN I 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR ~7 TAHIJN 2006 
TANGGAL 17 Juli 2006 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PENGELOLAAN PEftTAMBANGAN DAN ENERGI 
DIN.&.S PERTAMaANGAN DAN ENERGI PROVINS! JAWA TENGAH 

I I I KOM?E- SANKSI PROSEDUR WAKTU $ARANA PERSYARATAN 
PElAYANAN PENYELESAIAN 

BIAVA PRO:>UK PRASARANA I 
TENSI 

PETUGAS 
1 

PELANGGAN 
TEMPA, 

PETUGAS -----
Salinan I foto copy akte 1. Pemohon me'lglljulcan 90 hari dengan Retribusi SIPD - Ruang Pengetahuan: SesuaiPP 1. SIPD, 1. BPPE 
pendirian perusahaan (PT, permohonan SIPO eks- ketentuan sesuai eksplorasi tunggu . Kebijakan 30tahun sudah di- Wilaya:, 
CV, Fa, Kop(.,asi} dan KTP plorasi kepada Gubef,u persyaratan Perda . RuImg pengelola• 1980 terbitkan Pat! JI 
untu perorangan; Cq.Kepala Distamber sudahlenkap N'>. 12 pemeriksa- an Pertam- tentang tetapitidak Jend 
Surat Keter3ng&'l Referensi lewat Kepala BPPE. Th.2004 811 bangan Pera+uran ac!a kegiat- Sudirman 
Ba:ik Pemer:nta~ 2, BPPC: Melakulcan kajan sebesar 

I - Ruang - llmu Oisiplin an. dapat ...io. 52 
Peta Situasi Wilayah kelenpkapar, administrasi Rp. konsultaii rambani:J PNS dic&»ut Pli!ti, 
Pertambflngan skala 1 da'l teknis peml('honan 100.000,· I 

. "'.omr.w dan SIPO nya 
10.000 untuk luas > 50 "ia 3. BPPE meminla reko- - Mesin Ketik geologi 2. Sanksi ad- 2.BPPE 
dan skala 1 :1.000 untuk mendasl kepada Supa-- I - Kalkulalor ministrasi Wllayah 
luas s/d 50 Ha; tiMlali kot~ 1an instansi Kotak Ketrampilan : permohon- Pekalong~ . 
Rencan kerja eksplorati; terkalt tentang rencana saran - Teknik an tidak an Jl. 
Pe;nyataan · dari tenaga usaha pertarroangan; . Ruang pelayanan diproses. Pemuda 
teknik/ ahli pertambangan •• ~8 kajian dan reko-· rapat prima No.SO 
bermeterai cukup; mendaBi. BPPE me- . Slide 

l 
rekalong-

NPWP; nyi;.~kan konsep surat projector Sikap: an. 
3urat pemyataan izin at:iu r,dOO:::ka,, I - t::PS . KomJnlca!jf 
~esang:;rupan m¢mberik::n permot,onar. dan diajukan (Global - Empati 3. BPPE 
iaminan eksplorasi; kepada kepala DISTAM· I Positioning Kestabilan Wilayah -
Surat oernyatp~n telah BEN; Syslem) emosi Solo JI. 
mendiri·kB/l Kantor 5. Kepala DISTAMflEN . Peta dasar . Ketelitian Bii;ekam-
Cabang/Perwakilan di <'awa memlJb,lskan penolakan (topografi) kerja bang Lor 
Tengah bagi :,emohon di atau penerbitan !Zin ber- ! skala 1: . Kejujurail 

I 
No.3 

luar Jateng. dasarkan hasil kajian dari ' 25.000 dan - Responsif &nkarta. 
BPPE dengan surat i I 1 : 50.000 . Kerjasama 
keputusan, untuk dis:a,n- Alat ukur ' ' I I 

paikan kepada pemonon i 

I I 
m21alui Kepala BPPE.; ' 

I i I j a. BPPt: merrberikan Surat I 
!zin kPpEtc!a !)cfflnilDII I diS<!rtai dengzn penarilcan i I 

kewajiban re'.;l,usi atas 
I 

izln. 

Salinan I foto copy akte 1. Pemohon mengajukan · !IO hari Retribusi StPD . Ruang Per.,1et~hua:'l: Permohon- 1. SIPD 1. B~PE 
pendirian perusahaan (PT, permohonan SIPO Pe- se:.uai Pe,;gola'1- tunggu . Kebijakan anlengkap sudah Wilayah 
Cl/, Fa, Koperasi ) dan KTP ngolahan/ :->emumian : Perda an/Pemurni - Ruan9 pengelola- tidak dipro- diterbitkan Pati JI. 
untu perorangan; kepada Gubel1U' Cq. [ No. 12 an pemeriksa- an Pertam- ses, dapat tetapi Jend. 
Surat Keterangan Kepala Distamben lewat I Th. 2004 an bangan digugat. tidatada Sudirman 
Referensi Bank Pemerintah; Kepala BPPE. sebesar . Rua'lg . llmutam- kegiatan, No.52 
Peta Situasi Wilayah Per- 2. BPPE Melakukan lca!ian I Rp. konsultasi bangdan dap,t Pa'ti. 
tambangan skala 1 : 10.000; kelengkapan adminis- I 100.000 •. Komputer geologi dicabut 
Rencan i<erja Pengolahan/ trasi dan teknis I I SIP~nya 
Pemurnian; permohonan. 

' ' 

' 
i 
' i 



NO JENIS 
PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR 

PELAYANAN

1 WAKTU

PENYELESAIAN BIAYA PRODUK SARANA 
PRASARANA

KOMPE- 
TENSI 

PETUGAS

SANKSI
TEMPAT

PETUGAS PELANGGAN

e. Pernyataan dari tenaga 3. BPPE meminta reko- - Mesin ketik Ketrampilan: 2. Sanksi ad- 2. BPPE
teknik / ahli pertambangan mendasi kepada Bupati - Kalkulator - Teknik ministrasi Wilayah
bermeterai cukup; /Wali kota dan instansi - Kotak pelayana permohon- Peka-

f. • NPWP; terkait tentang rencana saran prima an tidak longan Jl.
g- Surat perjanjian kerjasama Pengolahan / Pemurni- - Ruang diproses. Pemuda

dengan pemegang S1PD an rapat Sikap: No. 50
eksploitasi; 4. Atas kajian dan reko- - Slide - Komunikatif Peka-

h. Dokumen UKL-UPL mendasi, BPPE me- projector - Empati longan.
dan/atau AMDAL; nyiapkan konsep surat - GPS - Kestabilan

3. BPPEi. Surat pernyataan telah men- ijin atau penolakan (Global emosi
dirikan Kantor Cabang/ permohonan dan diaju- Positioning - Ketelitian WBayah
Perwakilan di Jawa Tengah kan kepada Kepala System) kerja Solo Jl.
bagipemohon di luar Jateng; DISTAMBEN; - Peta dasar - Kejujuran Balekam-

J. Izin berdasarkan UU 5. Kepala DISTAMBEN (topografi) - Responsif bang Lor
Gangguan memutuskan penolakan skaia 1 : - Kerjasama No. 3

atau penerbitan ijin atas 25.000 dan Surakara.
usul BPPE dengan surat 1 :50.000
keputusan, untuk
disampaikan kepada 
pemohon melalui Kepala 
BPPE;

-
- A'atukur

6. BPPE memberikan Su-
rat Ijin kepada pemohon 
diserta! dengan pena­
rikan kewajiban retribusi 
atas ijin.

•
*

4 Pembuatan Persyaratan pengajuan : 1. Pemohon mengajukan 5 hari Retribusi Kartu ijin * Ruang Pti. jefahu an: Permoho- SIPD sudah 1. BPPE
Kartu Ijin a. Surai permohonan dari permohonan Pembuatan sesuai Meledakkan tunggu Kebijakan nan leng- diterbitkan Wilayah
Meledakkan. perusahaan. Kartu Ijin Meledakkan. Perda No. (KIM) - Ruang pengelola- kap tidak tetapi tidak ada Pati Jl.
(K'M) b. Foto copy Surat ijin (KIM) kepada Gubernur 12/2004 pemeriksa- an Pertam- diproses, kegiatan, dapat Jend.

Pertambangan yang masih Cq. Kepala Distamben sebesar an brngan dapat di dicabut SIPD Sudirm
oerlaku. lewat Kepala BPPE. Rp- - Ruang - Ilmu tam- gugat. nya an No.

c. Foto Copy sertifikat juru 2. BPPE Melakukan kajian 100.000,- konsultasi bang dan 52 Pati.
ledak. kelengkapan administrasi Kompu-ter geologi

d. Past Foto 2 (duc) lembar dan teknis permohonan. Mesin 2. BPPE
ukui an ° x ? 3. Atas kajian BPPE -,enyi- keuk Ketrampil ani Wilayah

e. Pernyataan dari tenaga apkan konsep surat ijin - Kalkulator - Teknik Peka-lo
teknik/ ahli pertambangan atau penolakan permo- - Kotak pelayanan ngan Jl.
ccrmeLerai uukup; bonan dan diajukan kepa- saran prima P?muria

da keoa’s DISTAMBEN; - Ruang No. 50
4. Kepala DISTAMBEN rapat Sikap: Peka.

memumutuskan peno- - Komurtika- longay
lakan atau penerbitan jjin tif
atas usul BPPE dengan - Empati 3. BPPE
surat keputusan untuk Kestabian Wilayah
disampaikan kepada emosi Solo Jl.

• pemohon melalui Kepala - Ketelitian Balekam
BPPE; kerja bang Lor

5. BPPE memberikan Surat - Kejujuran IJo. 3
Ijin kepada pemohon di- - Responsif Suaxarta
sertai dengan penarikan 
kewajiban retribusi atas 
ijin.

- Kerjasama

... 

JENIS PROSEDUR I WAKTU SARANA 
KOMPE- SANKSI 

NO 
PELAYANAN 

PERSYARATAN 
PELAYANAN I PENYELESAIAN 

BlAYA PRODUK PRASARANA 
TENS! TEMPAT 

PETUGAS PETUGAS PELANGGAN 

e. Pemyataan dari tenaga 3. BPPE meminta reko- - Mesin ketik Ketrampilan: 2. Sanksi ad- 2. BPPc 
teknlk I ahll pertambangan mendasi kepada Supati - Kalkulator - Teknik minimasi Wllayah 
bermeterai cukup; NVafi kota dan lnstansi - Kotak pelayana permohon- Peka-

f. · NPWP; terkalt tentang rencana saran prima an tidak longan JI. 
g. ~urat perjanjian kerjasama Pengolahan / Pemumi- - Ruang diproses. Pemuda 

dengan pemecang S1PD an 
. 

rapat Sikap: No.~ 
eksploitasl; 4. Atas kajian dan reko- - Slide - Komunii.atif Peka-

h. Dokumen UKL-UPL mendasl, BPPE me- I projector - Empati longan. 
dan/atau AMDAL; nyiapkan konsep surat - GPS - Kestabilan 

i. Surat pemyataan telah men- ijin etau penolakan (Global emosi 3. BPPE 
dirikan Kantor Cabang/ µermohonan dan diaju- Positioning - Ketelitian Wiayah 
Perwakilan di Jawa Tengah kan kepada Kepala System) kerja SoloJI. 
bagipemohon di luar .!ateng; DIS':"AMBEN; - Peta ciasar - Kejujuran Balekam-

j. lzi11 bt1rda~rkan uu 5. Kepala DISTAMBEN (tc.pografi) - Responsif bang Lor 
Gangguan memutuskan penolakan skaie 1 : - Kerjin;ama No.3 

atau penerbltan ijin ates LS.OOOdan &l'akar.o. 
U&'..1I BPPE dengan sw-at 1 : 50.000 

I I 
j(eputusan, untut - A'Jt UklJ( 
disampaikan kepada I -
pemoho;i mek,lul Kep!ila 
BPPE; 

6. BPPE memberikan ~ 
rat ljin kepada pemohon 
disertar dengan penal-

' rikan kewajiban ~ ' atas ijin. ' 

• 4 ?f!mt-uetan I Persy,uatan pengajuan : I 1. Pemohon mengajultan I !, hari I Retribusi Kartu ljin 
. 
~ Ru:ing Pt, ,Jetahu an: Permoho- SIPOsudah I 1. BPPE 

Kartu ljin 
I 

a. Surra, permohonan dari permohonan Pembuatan sesuai Meledakkan tunggu - !<ebijPlcan nan Ieng- diterbitkan Wdayah 
Meledakkan. pt!rusa :1aan. Kartu l~n Meledakkan. Perda No. (KIM) - Ruang pengelola- kaptidak tetapi tidak ada PatiJI. 
(l<'IM) b. Foto copy Surat ijin (KIM) kepada Gubemur 12 /2004 pemeriksa- an Pertam- diproses, kegiatar.. dapat Jend. 

Pertambimgan yang masih Cq. Kepala Distamben sebesar an b?qgan dapatdi dicabut SIPO Suclirm 
oerlaku. lewat Kepala BPPE. Rp. - Ruang - Hmutam- glJQdt. nya 

I 
an No. 

C. Foto Copy sertifikat juru 2. BPPE Melakukan kaf:;n 100.000,- konsultasi bang den 52 Pati. 
ledak. ke''!!ngkapan administra&i - Kornpu-ter f:eOlogi ! 

d. Pa,;t Fote> 2 (c!'..l::) lembar dan teknis ;:iermohonttn. Mesin i ; 2. BPPE 

I 
UkLo, an" \C ? 3. Atas kajian BPPc ~:..anyi- keuii. j Ketrampil an: ' Wilayah . 

I I 

I e. Pernyataan dari teriaga I apken konsep surat ijin j 
i 

- K~lkulator I • Teknik Peka-lo 
tekn•'v ahli pertambang;.n atau penohlkan permo- - Kotak petayanan i ngan JI. 

I ~'\r.rr.,e~crei ~~.<~~ 1 
t,o:i:i,, C:an ~ia,ul.z.n :.eJ>ir 'I I ~ara~ I J:rif'l'I:: P-:-n-.J<icl 
da keoaht OISTAMBEN; Ruang No.:>O 

4. Kepala OISTAMBEN rapat Sikap: Pekct 
memumutuskan peno- - Komunl!a- • longa~. 

, lakan atau penefbltan ijin tif '-- ~ 

atas usul BPPE dengan - Empati 3. BPPE 
suret keputusan untuk - Kestablan Wiayah 
disampaikan kerada emosi Solo JI. 

• pemohon melalui Kepala - Ketelitian Balekam 
BPPE; . kerja bang Lor 

5. BPPE memberican Slxat - Kejujur.;n · iJo. 3 
ljin ke,>ada pemohon di- - Responsif &.r-~ 
sertai dengan penarikan - Kerjasama 

I kewajiban retribusi atas 
ijin. 



\.

tusan, untuk disampaikan

[ . KOMPE- SANKSI
JENIS PROSEDUR WAKTU SARANA wNo PELAYANAN PERSYARATAN PELAYANAN PENYELESAIAN

B'AYA DRODUK PRASARANA Péfggxs pechs PELANGGAN
TEWAT

5 Pembuatan ljin Persyaratan pengajuan : . Pemohon mengajukan 5 hari Retribusi Surat ljin - Ruang Pengetahuan: Permohon- Surat ijin 1. BPOE
Gudang Bahan a. Surat permohonan dari permohonan Pembuatan sesuai Gudang tunggu - Kebijakan an lengkap sudah wwzyah
Peledak perusahaan. ljin Gudang Bahan Peleak Perda Bahan — Ruang pengelola- lidak diterbitkan Pan Jl.

b. Foto copy Surat ijin kepada Gubernur Cq. Ke- No. 12 Peledak pemeriksa an Pertam- diproses, &etapitidak Jend.
Penambangan yang masih pala Distamben lewat Th. 2004 an bangan dapat di ada kegiatan, Sudman
berlaku.‘ Kepala BPPE. sebesar - Ruang - Ilmu tam- gugat. dapatdicabut Ne 52

c. Foto Copy persetujuan . BPF’E melakukan kajian Rp. korshsi bang dan suratijinnya Pa:
pengangkatan kepdla t’eknik kelengkapan adminish'asi 100.000,— — Kama geologi
tambang. dan teknis permohonan. - MM 2. BFOE

d. Peta situasi gudang bahan . Atas kajian BPPE menyi- — Kauator Ketampiian: Wflayah
peIedak dengan skala1 :5000 apkan kcnsep surat ijin - Kotak - Tcknik Pe<a|ong-

e. Gambar konstruksi gudang atau penolakan permo- saran pelayana an J1.

bahan peledak skala1 : "500 honan dan diajukan kep- - Ruang prima Pemuda
ada Kepala DISTAMBEN; rapat No. 50

. Kepala DISTAMBEN me— Sikap: Peelong-
mutuskan penolakan atau - Komunika- an
penerbitan ijin atas usul "‘
BPPE dengan surat kepu- - Empati 3. EF°E
tusan. untuk disampaikan - Kestabilan Wfrayah
kepada pemohon melalui emosi Son: Jl.
Kepala BPPE; - Kebliflan Eaaam-

. BPPE memberikan Surat kerja berg Lor
ljin kepada pemohon — Kejujuan No 3
disertai dengan penarikan - Respon sif Surakarta.
kewajiban retribusi atas. - Kerjasama
ijin.

3 Rekomendasi Persyaratan pengaiuan: '. Pemohon mengajukan 5(lima)hari Retribusi Surat Reko- ‘ Ruang Pengetahuan: Pennoho- 1' Surat ijin su- 1. BPPE
Pembeliar. dan a. Surat permohonan dari permohonan Pembelian dengan keteniuan sesuai menaasi tunggu - Kebijckan nan leng- dah diterbit— Wtia'yah
Penggunaar. perusahaan. dan Penggunaan Bahan persyaratan Perda Pembelian — Ruang pengelola— kap tidak kan tetapi Par: Jl.
Bahan Peledak. b Foto copy Surat ijin Pertam- Peledak kepada Gubernur lengkap. No. 12 (Ian Peng- pemeriksa an Pedam— diproses. fidak ada Jen;

bangan yang masih berlaku. Cq. Kepala Distarnben Th. 2004 gunaan an bangan ' dapat di kegiatan. Sudrman
6 Foto Copy persetujuan pe- lewatKepala BPPE. sebesar Bahan - Ruang llmu gugat. dapatdicabut Nc 52

ngangkatan kepala teknik . Berkas permohonan Rp. Peiedak. konsultasi tambang suratijinnya Perl:

tambang. Iengkap sesuai 100.000,— - Kompmet dan
1 d Foto Copy KIM persyaratan yang diminta, — Mesin geologi 2. EFC‘E

,
e Surat pernyataan Dustam be: minis

_

. ketik
' Whey-ah

‘ penggunaan akhir bahan .ckomendasi kepada ,
« Kakulator Ketrampilan: E Penaiong-

‘ peledak
'

Bupati/ Walikota dan - Kotak - Teknik i an Ji.

!

Rennana pengunaan bahan !nstansiterkant
‘

saran pelayana Fe: 121a
peiedak untuk 6 (enam) . BPPE Metakukan kajian - Ruang pn'ma Na. 50
bulan. kelengkapan administrasi rapat . Penalong-

danteknispermohonan. Sikap :
. .R an.

. Atas kajian BPPE meny- - Komunika- \\ /-———————<

iapkan konsep surat ijin fif 3. BPDE
atau penolakan per—

—
- Empafi Wiiayah

mohonan dan diajukan - Kestabflan Soto J1.

kepada kepala DISTAM- emosi Baekam—
BEN; - Ketelitian bang LOT

. Kepaia DISTAMBEN .me— kerja Nc. 3 Sura
mutuskan penolakan atau - Kejujuran k82-
penerbitan ijin atas csu! - Responsif
BPFE dengan surat kepu- - Kerjasama

I JENIS 
NO PELAYANAN 

-
5 Pembuatan ljin 

Gqdang Bahan 
Peledak 

I 

( 3 Rekor.1endasi 
Peinbelia, . ::Jan 
Penggu,1aar. 
Bahan Peledak. 

i 

I 
i 
I 
I 

. 
PERSYARATAN 

Persyaratan p1mgajuan : 
a. Surat permohonan dari 

perusahaan. 
b . Foto copy Surat ij in 

Pertambani:ian yang masih 
berlaku. 

c. Fotu Copy persetujucan 
pengangkatan ke1,idla teknik 
tambang . 

ci . Peta situasi gudang bohan 
petedak dengan sk31a 1 : 5000 

e . Gambar konstruksi gudang 
bahan peledak skala 1 : ·j 00 

I Persyarata:, pen11ajuan : 
a. Surat permohonan dari 

perusahaan. 
b f:oto copy Surat ij in r>ertam-

bangan yang masih berlaku . 
(' Foto Copy persetuju;m pe-

ngangkatan kepala teknik 

! d 
tambang . 
Foto Copy KIM 

e 
' t 

' 

Surat pernyataan 
penggunaan akhir bahan 
peledak 
RP.n,,a:,:i 
peiedak 
bulan. 

;>c>ni;:t:n;i,rn IJ&h llil 

un,uk 6 (enam) 

I 

I 

I 
I 

PROSEDUR 
PELAYANAN 

1. Pemohon mengajukan 
permohonan Pembuatan 
ljin Gudang Bahan Peleak 
kepada Gubernur Cq. Ke-
pala Distamben lewat 
r<epala BPPE. 

2. BPPE melakui,:an kajian 
kelengkapan administrasi 
dan teknis permohonan. 

3. Atas kajian BPPE menyi-
apkan konsep surat ijin 
atau penolakan permo-
honan uan diajukan k~p-
ada K(.pala DISTA\4BEN; 

4. Kepala DISTAMBEN me-
mutuskan penolakan atau 
penerbitan ijin atas usul 
BPPE dc.ngan surat kepu-
tusan, untuk disampaikan 
keoada pemvhon rilP.lalc: 
Kepala BPPE; 

5. BPPE memberikan Surat 
lj in kepada pemohon 
c!iserta i dengan penarikan 
ke·N1:1j iban retribusi atas . 
ijin. 

"I. Pemohon mengajukan 
permohonan Pembelian 
dan Penggunaan Bahan 
~eledak kepada Gubernur 

Distamben Cq. Kepala 
lewat Kepala BPPE. 

2. BPrkas permohonan 
lengkap sesuai 
~ersy:iratan yang diminta , 
')1sta,n be~ mintc.: 

. , c:komer,dasi kepada 
· Bupatij Walikota dan 

!!lst:; ,,si t<' rkait 
~- BPPE Melakukan kaj ian 

kelengkapan administrasi 
dan teknis permohonan. 

4 . Atas kajian BPPE meny­
iapkan konsep surat ijin 
atau penola!,an per­
mohonan dan di'ijukan 
kepada kepala DISTAM­
BEN ; 

5. Kepala DISTAMBEN l'"~­

mutuskan penolal::an atau 
penerbitan ijin atas ::sul 
BPFE dengan surat kepu­
tusan, untuk disampaikan 

WAKTU 
PENYELESAIAN 

BIAVA PRODUK 

5 hari Retribusi Surat ljin 
sesuai Gudang 
Perda Bahan 
No. 12 Peledak 
Th. 2004 
sebesar 
Rp. 
100.000,-

I 
I 
I 

5 (lima) hari Retribu:;i Surat Reko-
dengan keten,uan sesuai menaasi 
persyarata n ;:>erda Pembelian 
lengkap. No. 12 dan Peng-

Th. 2004 gunaan 
sebesar Bahan 
Rp. Peledak. 
100.000,-

I 
; 

I 

SARANA 
PRASARANA 

. 

-

-

-
-
-
-

I -

-

-

-
-

I -
I 
! 

·. 
Ruang 
tunggu 
Ruang 
pemeriksa 
an 
Ruang 
kaKJlasi 
Koo-p.e 
Mei',keic 
Kao.im 
Kotak 
saran 
Ruang 
rapat 

Ruang 
tunggu 
Ruang 
pemeriksa 
an 
Ruang 
konsultasi 
Kompuer 
Mesin 
ketik 
Kakuator 
Kotak 
s8r::n 
Ruang 
rapat 

KOMPE· 
7ENSI 

PETUGAS 

Pengetahuan: 
. Kebijakan 

pengelola-
an Pertam-
bangan 

. llr.,u tarr, -
bang dan 
geologi 

Ketram1,1ilan : 
. Tt:knik 

pelayana 
pr.:na 

Sikap : 
- Komunika-

t'f 
. Empati 
. Kestabilan 

emosi 
. Ketelilian 

kerja 
- l".~n 
. Respon sit 
- Kerjasama 

Pengetahuan: 
. Ketij:::k?n 

pengelola-
an Pertam-
bangan 
llmu 
tambang 
dan 
geologi 

Ketrampilan: 
- Teknik 

pe!::,y;:ma 
prima 

Sikap : 
- Komunika­

tif 
- Empati 
- Kestabilan 

emosi 
- Ketelitian 

kerja 
Kejujuran 

- Responsif 
- Kerjasama 

I 
j 

I 
I 

SANKSI 

PETUGAS 

Permohon-
anlengkap 
tidak 
diproses, 
dapat di 
gugat 

Pennoho-
nan Ieng-
kap tidak 
diproses, 
dapat di 
gug~ . 

I PELANGGAN 

Surat ijin 1. 
sudah 
diterbitkan 
tetapi t idak 
ada kegiatan, 
dapat di::abut 
surat ijinnya 

2. 

. 
3. 

I 
I 

1 Surat ij in su- 1. 
dah diterbit-
kan tetapi 
tidak ada 
kegiatan . 
dapat dicabut 
surat ijinnya 

i 2. 

I 

I 
I 
I 

TEMPAT 

BFPE 
W'1,:-yah 
Cat! JI. 
Jend. 
Sucir.man 
No 52 
Pa!! 

BFPE 
W,tayah 
Pe!along-
an JI. 
Pe,..uda 
No. 50 
Peolong-
ar: 

e;=o: 
Wlic.yah 
Solo JI. 
ea1et.am-
bar.; i..or 
No 3 
Suraicarta . 

F;lFP :: 
Wiic:·yah 
Pai JI. 
Jer~~-
Sucirman 
Ne 52 
P2tt. 

BFC•:: 
Wii;:·fah 
Pe• .along-
2n J I. 
r e: , i.; ja 

No . . :,0 
P~long-

\ an. 

"----,,_- ~3-. - 8-FO-~E-

Wiiayah 
Scio JI. 
Bael:;.am~ 
barg Lor 
Ne . 3 Sura 
kar.a . 



SANKSI

PETUGAS PELANGGAN
NO JENIS 

PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR 
PELAYANAN

WAKTU 
PENYELESAIAN BIAYA PRODUK SARANA 

PRASARANA

KOMPE­
TENSI 

PETUGAS
TEMPAT

1 Persetujuan 
Pengangkatan 
Kepala teknik 
tambang.

ABT.
- Izin eksplorasi

kepada pemohon melalui 
Kepala BPPE;

6. BPPE memberikan Surat 
Ijin kepada pemohon di­
sertai dengan penarikan 
kewajiban retribusi atas 
ijin.

7. Rekomendasi keluar, 
Surat ijin rekomendasi 
pembelian dan penguna- 
an bahan peledak 
diterbitkan.

Persyaratan pengajuan:
a. Surat permohonan dari 

perusahaan.
b. Foto copy pengangkatan 

kepala teknik tambang oleh 
perusahaan

c. Foto Copy surat ijin 
pertambangan.

d. Foto copy Ijasah.
e. Foto copy sertifikat kepala

teknik tambang / 
keselamatan kerja
pertambangan.

f. pengalaman kerja

a. Proposal yang berisi maksud 
dan tujuan, rencana kerja ;

b. Peta Topografi skala 1 
50.000 yang mencantumkan 
rencana eksplorasi;

c. Daftar Tenaga Ahli;
d. Sabnan atau foto copy 

SIPPAT, STIB dan SIJB 
yang sah apabila akan 
melakukan pemberan 
eksplorasi;

1. Pemohon mengajukan 
permohonan pengang­
katan Kepala teknik tam­
bang kepada G'jbernur 
Cq. Kepalr D;stamben 
lewat Kepala BPPE.

2. BPPE Melakukan kajian 
kelengkapan administrasi 
dan teknis permoho. ian.

3. Atas kajian BPPE menyi­
apkan konsep surat ijin 
atau penolakan permo­
honan dan diajukan kepa­
da kepala DISTAMBEN;

4. 'Kepala DISTAMBEN 
memutusnan penolakan 
atau penerbitan ijin atas 
usul BPPE dengan surat 
keputusan, untuk disam­
paikan kepada pemohon 
melalui Kepala BPPE;

5. BPPE memberikan Surat 
Ijin kepada pemohon o»- 
sertai dengan p«r-'ikan 
kewajiban retribusi atas 
ijin.

5 (lima) hari 
dengan ketentuan 
persyaratan 
lengkap

1

Retribusi 
sesuai 
Perda 
No. 12 
Tl 1.2004 
sebesar
Rp.
100.000,-

Surat Ijin 
Pengangkat 
an Kepala 
tek. .ik 
tambang

- Ruang 
tunggu

- Ruang 
pemeriksa­
an

- Ruang 
konsultasi

- Komputer
- Mesin 

ketik
- Kalkulator
- Kotak 

saran
- Ruang 

rapat

1. Pemohon mengajukan 
permohonan ijin eks­
plorasi ABT kepada 
Gubernur Cq. Kepala 
Distamben lewat Kepala 
BPPE.

2. BPPE melakukan kaji-an 
kelengkapan ad-ministrasi 
dan teknis permohonan

3. BPPE meminta reko­
mendasi kepada Bupa- 
ti/Walikota dan instansi 
terkait tentang rencana 
eksplorasi ABT

90 hari Retribusi 
sesuai 
Perda 
No. 12 
Th. 2004 
sebesar 
Rp. 1.000 
000,-

| Surat ijin 
eksplorasi 
air bawah 
tanah.

- tunggu
- Ruang 

pemeriksa­
an

- Ruang 
konsultasi

- Komputer
- Mesin 

ketik 
Kalkulator

Pengetahuan:
- Kebijakan 

pengelola­
an Pertam­
bangan

- "mu 
tambang 
dan 
geologi

Ketrampilan:
- Teknik 

pelayana 
prima

Sikap:
- Komunika­

tif
- Empati
- Kestabilan 

emosi
- Ketelitian 

kerja
- Kejujuran
- Responsif
- Keijasama

Pengetahuan:
- Kebijakan 

pengelola­
an Pelam­
bangan

- Ilmu tam­
bang dan 
geologi

Ketrampil an:
- Teknik 

pelayana 
prima

Permohon­
an *engkap 
fidak 
diproses, 
dapat di 
gugat.

Permoho­
nan leng­
kap tidak 
ulpioseS, 
dapat di 
gugat.

Surat ijin 
sudah diter­
bitkan tetapi 
tidak ada 
^egiatan, 
dapat dicabut 
surat ijinnya

1. BPPE 
Wilayah 
Pati Jl. 
Jend. 
Sudirman 
No. 52 
Pati.

2. BPPE 
Wilayah 
Pekalong­
an Jl. 
Pemuoa 
No. 50 
Peka ong- 
an.

3. BPPE
■ Wiiayen 

Solo J: 
Balekam- 
bang _or 
No. 2 
Sura< s’ta.

Surat ijin 
sudah diterbit­
kan tetapi 
tidak ada 
kegiatan, 
dapat dicabut 
surat ijinnya

1. BPPE 
Wilayah 
Pati J . 
Jend. 
Sudirman 
No. 5? 
Pati.

2. BPPE 
Wilayah 
Pekalong­
an Jl, 
Pemuda 
No.SC 
Pekaiong-



\ «KOMPE‘ SANKSI
JENlS PROSEDUR WAKTU SARANA

”0 PELAYANAN
FERSYARATAN PELAYANAN PENYELESAIAN B'AYA FRODUK PRASARANA Pg‘l'ELTgAS pETUGAs pELANGGAN TEMP“

. Atas kajian dan . - Kotak Sikap: 3. BPPE
rekomendasil BPPE saran - Komunikatif Wilayah
menyiapkan konsep surat - Ruang - Empati Solo Jl‘

ijin atau penolakan rapat - Kestabilan Balekam-
permohonan dan diajukan

‘

~ Slide pro- emosi bang Lor
kepada kepala jector — Ketelitian No.3
DISTAMBEN; - Ruang kerja Surakana.

. Kepala DISTAMBEN GPS - Kejujuran
memutuskan penolakan (Global - Responsif
atau pcnerbitan ijin atas Positioning - Kerjasama
usul BPPE dengan surat System)
keputusan. untuk di- - Peta dasar
sampaikan kepada (topografi)
pemohon melalui Kepala skal"
BPPE; 1:25.000 &

. BPPE memberikan Surat 1:50.000
ljir. kepada pemohon - Alat ukur
disertai dengan penarikan
kewajiban retribusi atas
ijin

9. lzin pemboran a. Peta situasi berskala 1 Pemohon mengajukan 90 hari Retribusi Suratlzin - Ruang Pengetahuan: Permohon— Suratljin 1. BPPE
o‘an pembuatan 10.000 dan peta topografl permohonan ijin pem- sesuai pemboran tunggu - Kebijakan an lengkap sudah Wilayah
sumurgali/ berskala 1 : 50.000 yang boran dan pembuatan Petda No. dan - Ruang pengelola- tidak dipro— diterb'rtkan Pati Jl.
pasak menggambarkan lokasi sumur gali/pasak kepa— 12 Th pcmbuatau pemen'ksa an Pertan.- ées, dapat tetapitidak

‘

Jend.
reucana pengambilanABT ; da GL-bernur Cq. Kepala

.
2004 sumur gall! an bangan di gugat. ada kegiatan, f Sudirman

b. lnformasi mengenai rencana Distamben iewax Kepala setecar pasak - Ruang - llmu tam- dapat dicabut I No. 52
pemboran ABT yang BPPE. Sumur konsul—tasi bang dan :Jra’. ijinnya Pzn.
ditandatangani oleh pe- BPPE Melakukan kajian Gali - Komp'J—ter geologi
mohon dan perusahaan kelengkapan adminis- IPasak: - Mesin 2. BPPE
pemboran ABT dilampiri foto trasi dan teknis permo- - Sumur ketik Ketrampilan: Wllayah
copy SlPPAT yang masih honan. kel - Kalkula-tor - Teknik Pekalong-
berlaku; BPPE meminta reko— Rp.250. - Kotak pelayanan an Jl.

c. lnformasi mengenai polaksa- mendasi kepada Bupa- .
000.— saran prime 1 Pemuda

naan perrf or'an PET peme li,"'Vali kota dan li Ttausl '
- Sumur » Ruang

‘

N0 50
1 gang SlPPAT dilcmpiri foto terkait tentang rencana l ke ll rapat Sikap: i Pekalolg-
I

copy 8le den 5le yang pemboran dan pelubuat- Rp.350. - Slide ~ Komunika- i an
I .11th bellaku ; an sumur gaii/pasak 900 projector tif ;

d. Feta copy akte pendirian Atas kajian dan reomen- — Sumut — GPS - Empati 3. BPPE
peru-sahaan yang sah dan dasi, BPPE menyiapkan ke ill (Global - Kestabilan Wilayah
atau foto copy KTP bagi konsep surat ijin atau Rp. Posu‘ioning emosi Solo Jl.
pemohon izin perorangan; penolakan permohonan 450.000 Sys—tcfl Ketefitian Balekarib

e. DokumenUKL dan UPL ; dan diajukan kepada - 'Sumur - Alat ukur " kerja ang Lor
.

f. Dokumen AMDAL, apabila kepala DlSTAMBEN; ke lV ke - Kejujuran No‘ 3

pengambilan ABT 50 ltldetik Kepala DISTAMBEN atas Rp. - Responsif Surakana.
atau lebin dari satu sumur memutuskan penolakan 250.000 - Kerjasama
atau lebih dalam areal atau penerbitan ijin atas Sumur
kurang dari 10 Ha ; usul BPPE dengan surat Bor:

g. Bukti telah membua: sumur keputusan, untuk disam- - Sumur
pantau bagi peunohonan lzin paiKan kepada pemohon ke l Rp.
untuk sumur ke 5 atau kell— melaluiKepalaBPPE. 1.000‘

000.-patannya, atau pengembilan



ljin kepada pemohon di—

sertai dengan penarikan
kewajiban retribusi atas
ijin.

‘

I

- l - KOMPE- SFNKSIJENIS PROSEDUR WAKTU SARANA , ,
1

NO PELAYANAN PERSYARATAN ' PELAYANAN PENYELESAIAN
B‘AYA PRODUK PRASARANA pgTES'CfAS pETUGAs pELANGGAN "5"?”

ABT dengan debit 50 itIdetik 6. BPPE memberikan Surat - Sumur - Peta dasar \atau lebih dari satu sumur ljin kepada pemohon ke ll Rp. (topografi). -

atau lebih dalam areal disertai dengan penan'kan 1.500. Skala 1 2

kurang dari 10 Ha. kewajiban retribusi afas 000 25.000
ijin. - Sumur dant :

kelli 50.000
Rp.
2.000.
000

- Su'wur
ke N
Rp.
2.500. '
m."

- Sumur
keVdct
Rp.
3.000.
000

10. Izin penurapan Peta situasi berskala 1 1. Pemohon mengajukan 90 hari Retribusi Surat Izin - Ruang Pengetahuan: Permohon- Surat ijin su- . BPPE
sumber mata air 10.000 dan peta topografi permohonan Izin penu- sesuai Penurapan tunggu - Kebijak an an Iengkap dah diterbit— Witayah

berskala 1 : 50.000 yang rapari sumber mata air Perda Mata Air - Ruang pengelola- tidak dipro- » kan tetafoiti- ‘ Pad J1.

menggambarkan lokasi kepada Guoernur 01. No. 12 Th. pemeriksal- an ses, dapat dak ada Jenc.
rencana pengambllanABT; Kepala Distamben iewat 2004 an Pertamban di gugat. kegiatan. Sudxman

.

lnformasi mcngenai rencana Kepala BPPE. seb:sar - Ruang gan dapatdicabut No. :2
penurapan sumber mata air 2. BPPE meiakukan kajian Rpjfll‘. konsuitasi - llmu suratijinnya Pan
ditandatangani oleh kelengkapan admiriswasi 000 — Komputer tambang

I

pemohon izin: dan teknis permohonan. - Mesin dan , . EFFE-
Gambar rancangan 3. BPPE meminta rekomen— ketik geoiogi ‘ Wiiayah
bangunan dan konstruksi dasi kepada Bupati I - Kalkulator Pekaiong-
perpipaan yang disetujui Waiikcta dan instansi - Kotak Ketrampilan: an .‘I.

DISTAMBEN ; terkait tentang rencana saran - Teknik
.,

Perwga
Dokumen UKL dan UPL ; izin penurapan sumber - Ruang pelayanan 1‘ No. 50
Dokumen AMDAE, afabila mata air rapat prima ‘ Pekaiong-
neugaui'uilan ABT 60 ”/o atau 4. Ate; kajian dan rekcmen- « Slide 3‘,
iebih uari jumiah debit yang dasi BPPE menyiapkan projector Sikap :

.

ada. konsep suratijin atau‘pe- GPS - Komunika~ j . BPPE
noiakdn permohonan u'an (Glnbal ff ‘

Wile-fan
. u'iajukan kepada kepaia Positioning - Empati 30.; -i.
l D:STAMBEN; System) - Kestabiian . Balekam-
5. Kepala DISTAMBEN " - Peta da— emosi i bang Lor

| memutuskan penoiakan \\ tar - Keteiitian 1 Na. 3
atau penerbitan ijin atas (topografi) . kerja E Suraarta.
usul BPPE dengan surat skala 1 : « Kejujuran

I

keputusan, untuk disam- 25.000 - Responsif
paikan kepada pemohon dani: - Ke’jasama {

melalui Kepala BPPE; 50.000 ‘

6. BPPE memberikan Surat - Aiatukur



; O

KOMPE- SANKSI
JENIS c m, PROSEDUR WAKTU . SARANA

“0 PELAYANAN p“R°'ARATAN PELAYANAN PENYELESAIAN
B'AYA PRODUK PRASARANA PET‘FlTEIIXS pETUGAs PELANGGAN

TEMPAT

11. izin pengambilan a. Laporan lengkap hasil Pemohon mengajukan 90 hari Retribusi Surat ijin - Ruang Pengetahuan : Permohon- Surat ijin 1. BPPE
ABT pengeboran yang meliputi permohonan lzin pe- sesuai pengambil— tunggu . - Kebijakan an Iengkap sudah Wiayah

gambar penampang ngarrbilan ABT kepada PerdaNo. 12 an Air - Ruang pengelola— tidak dipro- diterbitkan Pafi Jl.

Iitologi, gambar konstruksi Gubernur Cq.Kepa!a T"..2004 Bawah pemeriksa- an ses. dapat tetapi tidak Jend.
surnur dan hasil uji Distamben Iewat Kepala SumurGali/ Tanah an Pertambang di gugat. ada kegiatan, Sudirman
pemompaan lapisan BPPE Pasak : - Ruang an dapat dicabut No. 52
akuifer yang disadap; - Sumur ke l konsultasi - llmu surat rjinnya Pati.

13. Has" analisa kimia air dari BPPE Melakukan kajian Rp.250.000 - Komputer tambang
laboratorium; kelengkapan adminis- - Sumur ke ll - Mesin dan geologi 2. BPPE

c. Berita acara pemasangan hasi dan teknis permo— Rp.350.000 ketik Wilayah
meter air. honan. - Sumur ke Ill - Kalkulator Ketrampilan : Pekalong—

Rp. 450.000 - Kotak - Teknik anJL
BPPE meminta reko- - Sumu.r ke IV sarau pelayana Pemuda
mendasi kepada Bupa- ke atast. - Ruang prima No. 50
fiMIali kota dan instansi 250.000- rapat‘ Pekalong-
terkait tentang rencana *

— Slide Sikap: an
lzin pengambilan ABT SumurBot: projecto; - Komunikatif

- SumU' kel - GPS — Empati 3. BPPE
Alas kajr‘an dan reko- Rp. 1.000. (Global - Kestabflan Wiayah

I mendasi, BPPE menyi- 000,- Positioning ‘ emosi Solo J1.

1 apkan konsep surat ijin - Sumur Re System) - Ketelitidn Balekam-
E atau penolakan permo~ ll Rp. - Peta dasar kerja bang Lor

: honan den diajukan ke- 1.500.000 (topografi) | - Kejujuran No.3
5 pada kepala DISTAM- - Sumur ke skala 1 : - Respnnsif Surakarta.
I BEN. lllRp. 25.000 — Kerjasama
j 2.000.000 dan1: ‘ '

I Kep'fi: DISTAMBEN ~ Sumur ke 50 000
{ memutuskan penolakan N Rp. Alatuxur

atau penerbitan ijin atas 2.500.
usul BPPE dengan surat 000,-

.
keputusan, untuk disam- - Sumur ke

1

paikan kepada pemohon V dst Rp. I
‘

melalui Kepaia BPPE; 3.000. 000 l

BPPE memberikdn Su-
i rat Ijin kepada pemohon ‘

E

disertai dengan p'ena- i

; rikan kewajiL-an retribusi 1‘

‘

1 atas ijin. 1

12. lzin a. Laporan lengkap hasil Pemohon mengajukan 90 hari Retf‘ibusi Surat ljin - Ruang Pengetahuan: Permohon— Surat ijin su— 1. BPPE
Bengambilan ‘ perm-raven yang dilampiri pemohonan Izin pe- sesu.=\gerda/._.&mambfl tunggu - Kebijakan an Iengkap dah ditsrb'it- waayah
Mata Air gambar penvelesaian ngambilan mata air No. 121." an Mata Air - Ruang pengelola— tidak dipro- kan tetapi ti- Pan" J1.

4
konstruksi; kepada Gubernur 2004 pemeriksa an Pertam- ses, da pat dak ada kegi— Jend.

j Cq.Kepala Distamben Rp.1.500.000 . an bangan d1 gugat. atan, dapat Sudirrnan

1
1). Has" analisa kimia air dari |ewatKepala BPPE. - Kor'r‘uter i - llmu dicabut surat No 52 Pati.

i
Iabo—ratorium; BPPE Me1akukan kajian - Huang tambang ijinnya

'7 keiengkapan adminis— konsufiasi dan
:

_

1:351 dan teknis - Mesin geologi
i permohonan. ketik
1

l
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' KOMPE- SANKSI- JENIS PROSEDUR WAKTU SARANA

i ”0 PELAYANAN PERSYARATAN
PELAYANAN PENYELESAIAN B'AYA PRODUK PRASARANA £5333 PETUGAS PELANGGAN TEMP”

i

‘ Berita acara pemasangan BPPE meminta - Kalkulator Ketrampilan: 2. BPPEI meter air; rekomendasi kepada - Kotak — Teknik Wilayahi Berita acara pengawasan BupatilWali kota dan saran pelayanan P7kalong-i peiaksanaan konstruksi instansi terkai'. tentang _ - Ruang prima an .11.
bangunan penurfapan rencana ' lzin rapat Pemudai pengam,bilanmata air - Slide Sikap : No. 50Atas kajian ' dan projector - Komunika- Pekaiong-rekomendasi, BPPE - GPS fif an. "

menyiapkai. konsep (Giobal - Empati
surat ijin atau Positioning - Kestabiian 3. BPPE
penoiakan permohonan System) emosi Wilayahdun diajukan kepada - Pe'a dasar ~ Ketelitian Solo Jl.
kepala DISTAMBEN; (topografi) kerja Balekam-
Kepala DISTAMBEN skala 1 t - Kejujuran bang Lormemumutuskan 25.000 - Responsif No. 3
peno!akan atau den 1 : - Kerjasama Surakarta.penerbitan ijin atas usui 50.000
BPPE dengan surat - Natukur
keputusan, untuk
disampaikan kepada
pemohcn melalui Kepaia
BPPE;
BPPE memberikan
Surat ljin kepada
pemohon disertai
dengan penarikan
kewajiban retribusi atas
ijin.

13. izin Perusahaan Bukti surat kepemilikan Pemohon mengajukan 90 hari Retribusi Surat Ijin - Ruang Pengetahuan : Permohon- Surat ijin su- 1. BPPE
iPemboran ABT insta-lasi Bor bermeterai permohonan lzin peru— sesuaiPerda Perusahaan tunggu - Kebijakan an Iengkrp dah diterb‘rt— Wilayah :

cukup ; sahaan pemboran ABT No. 12 [2004 Pemboran - Ruang pengelola— tidak dipro— kan tetapi Pati JI.Gambar foto lnstalasi Bor kepada Gubernur Cq. Kelas: ABT pemeriksa- an Pertam~ ses. dapat fidak ada Jend,beru'rzran 9 x 12 cm u'an a; Kepala Distamben iewat A Rp. v an bangan di gugat. kegiatan. Sudirman6 x 4 cm wasing—masing ‘ Kepala BPPE. 1.500.000 Ruang - ilmu tam- ' daoat denabut
_

No 52 Paidsebanyak 3 lembar; BPPE Meiakukan kajian B. Rp. konsuitasi bang dan i suratijinnya ’ 2. BPPEData teknis instalasi Bor; kelengkapan administra— 1.000.000 Komputer geologi i WileyahSalinan' senifikat 5i dan teknns permohon- C. Rp. Mesin
‘

' Peirclopg-kiasifiirasi dan kualifikasi an 500.000 keuk I Ketrampiian: an J1.dari Asosiasi yang BPPE meminta reko-
, - Kaikuiator - Teknik Pemuda .terakreditasi, ~ mendasi kepada Bupa— IR ~ Kotak pelayana No.50 f

Akte pendirian tiNVali kota dan instansi \ /~-——< saran p'rima Pekaiong— l

perusahaan yang sah dan terkait tentang rencana ’ Ruang an iatau KTP bagi pemohon lzin perusahaan pem- rapat Sikap: 3. BPPE ,perorangan. boran ABT - Slide - Komunika- Mayai. i

Atas kajian dan reko- orojcctor tif $010 J1.
mendasi, BPPE menyi- - Empati Balekam-apkan konsep surai ijin — Kestabiian bang Loratau penolakan permo- 1 emosi No.3 Sura-honan dan diajukan - Keteiitian vkarta
kepada Kepala
Distamben.



KOMPE- SANKSIJENIS PROSEDUR WAKTU SARANA , , vNO PELAYANAN PERSYARATA“ PELAYANAN PENYELESAIAN B'AYA PRODUK PRASARANA pgTEJ‘GSAS PETUGAS PELANGGAN ”EM?”

. Kepala DISTAMBEN - GPS kerja
memumutuskan peno~ (Global - Kejujuran
lakan atau penerbitan ijin Positioning - Responsif
atas usul BPPE de-ngan System) - Kerjasama
surat keputusan. untuk - Peta dasar
disampaikan ke-pada (topografi)
pemohon melalui Kepala skala1 :

BPPE; 25.000 "
. BPPE memberikan Surat dan1 :

ijin kepada pemohon 50.000
disenai dengan penarikan — Aiai ukur
kewajiban retribusi atas
ijin.

14. Analisa air surat permohonananalisa . Pemohon mengajukan 3 hari Sesuai Perda Hrsil — Seperang- Pengetahuan: SesuaiPP SanksiAd- . BPPE
air surat permohonan anao No. 1 I Tahun Pemeriizsaa kat per- - Memahami 50Th.1980 ministrasi Witayah
sampel air air minima|2 lisa air kepada Kepala 2002 tentang nFisrka dan aiatan prosedur tentang Jika sam- Pati Ji.
liter Dinas Pertambangan dan Retribusi kimia air ia‘oorato- analisa air Peraturan pel lebih Jend.
sampel air tidak boleh Energi Provinsi Jawa Pemakaian rium bersih } Disiplin dari 1x24 Sudirman
lebih dari1X24jam Tengah Cq. Kepara Kekayaan - Komputer i PNS jam, maka No.52

Laborato rium Air berikut Daerah. - Ruang Keterampilan: proses Pafi.
membawa sampel air ke Labora- - Teknik tidak dapat
Iokct penerimaan sampel torium Pelayanan dilakukan . BPPE

0
air. - Kaikulator Prima Wiayah

. Petugas penerimaan Pe"aiong-
.sampei air mencrbitkan Sikap: an Jl.
Surat Ketetapan Retri- - Komunika- Pernuda
busi Daerah (SKRD). si No. 50

. Pemohon membawa - Impati Pekalonga
SKRD ke ioket pemba- - Kestabilan n.
yaran/Kasir Penerimaan emosi
umuk meIakukan pemba- - Ketelitian . EPPE
yaran retribusi. Pemohon kerja Wdayah
akan we’enm: tanda tar - Kejuiuran Soio JI.
’ima pembayaran. vang _- Respon sif Baiekam
berguna sebagai bukti — Kerjasama bang Lor
waktu pengambi'an hasil No.3
pemeriksaan tisika dan 8 data.

. kimia air.
. Sampei masuk ke labo—
ratorium air untuk
diiakukan anaiisa. /

. Pengolahan data akhir
hasil anaiisa di iabora—
torium untuk pembuatan
konsep hasil pemerik-
saan fisika dan kimia air.

. Konsep diaiukan ke Ke-
paia Seksi Pengembang—
an Potensi dan Teknoiogi
untuk diparaf. selanjut-
Ova diajykan pengesahan
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NO
JENIS 

PELAYANAN
PERSYARATAN

PROSEDUR 
PELAYANAN

WAKTU 
PENYELESAI 

AN
BIAYA PRODUK

SARANA 
PRASARA 

NA

KOMPE- 
TENSI 

PETUGAS

SANKSI
TEMPAT

PETUGAS PELANGGAN

an ke Kepala Sub Dinas 
Program selaku Penang- 
gungjawab Laboratorium 

7 Dilakukan proses 
pembukuan hasil dan 
proses selesai.

8. Pemohon mengambil 
hasil pemeriksaan air 
dengan menunjukkan 
bukti pelunasan SKRD

GUBERNUR JAWA TENGAH

RDIYANTO



LAMPIRAN II
PERTURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2006
TANGGAL 17 Juli 2006

MEKANISME PERMOHONAN PELAYANAN DI BALAI PENGELOlAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI 
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH

PERMOHONAN BARU/PERPANJANGAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

TEMBUSAN 5c

r w’
1
1

JZ
Pemohon 

mengajukan 
permohonan 

SIPD 
dilengkapi 

persyaratan 
Administrasi

▲

Surat Penolakan 
Permohonan 

SIPD

DISTAMBEN 
PROVINSI 
JATENG

Rekomendasi dari 
Bupati / Walikota dan 

Instansi terkait

EETERANGAN:
iPDadalah Surat Ijin Pertambangan Daerah meliputi SIPD Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan & Pemurnian, Pengangkutan, dan Penjualan

a Pengajuan berkas permchcna^ langsung ke Loret atau melaiui perantara (POS, Jasa Pengirimcn/kurir);
b. Pemberitahuan kekurangan dan pemohon diwajibkan melengkapi, Permohonan yang lengkap dan sah dinyatakan mulai proses;
tBPPE melakukan proses pengolahan permohonan, dengan mengkaji dan menguji kelayakan usaha pertambangan dengan rapat koordinasi pemangku kepentingan dan kajian lapangan.
a. Distamben meminta pertimDe-^gan^spek ekonomi sosial kewilayahan usaha tambang lepada Bupati/Walikota dan rekomendasi aspek teknis sektor terkait kepada Instansi yang berwenang.
b. Bupati/Walikota dan Instansi terkait memberikan rekomendasi (batas maks 30 hari dari permohonan rekomendasi);
a. BPPE menyampaikan hasil proses (kajian, rekomendasi dan konsep SIPD) lepada Distamben
b. Distamben melakukan verifikasi dan koreksi;
c. Kepala DISTAMBEN membuat Keuptusan Pemberian/Penolakan Permohonan SIPD (maksimal proses dari 2 hingga 4 maksimal 90 hari);
a. SiPD disampaikan kembali ke BPPE
b. BPPE menyerahkan kepaaa Pemohon setelah melunasi retribusi yang ditetapkan.
c. Tembusan SIPD disampiakan kepada Bupati/Walikota dan Instansi terkait.



B. PERMOHONAN SURAT IZIN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH, PENURAPAN IV^TA AIR, PEMBUATAN SUMUR 
GALI/PASAK

KETEKANGAN :

la

;”"’lb’
I
I
I
t

Pemohon 
mengajukan 
permohonan 
SIP ABT/SIP- 
MA/SIP G-P 
dilengkapi 

persyaratan 
Administrasi

5b

Rekomendasi dari 
Bupati! Walikota

-SIP ABT adalah Surat Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, SIP MA Sdalah Surat Ijin Penurapan Mata Air, SIP G-P adalah Surat Ijin Pembuattn Sumur Gali/ Pasak.
1. a Pengajuan berkas permohonan langsung ke loket atau melalui perantara (POS, Jasa Pengiriman/kurir);

b. Pemberitahuan kekurangan dan pemohon diwajibkan melengkapi, Permohonan yang langkap dan sah dinyatakan mulai proses;
2. BPPE melakukan proses pengolahan permohonan, dengan mengkaji dan menguji kelayakan baik dengan rapat koordinasi pemangku kepentingan dan kajian lapangan.
3. a. BPPE meminta pertimbangan aspek ekonomi sosial kewilayahan usahaXambang lepada Bupati/Walikota.

b. Bupati/Walikota memberikan rekomendasi (batas maks 30 hari dari permdAs^r< rekomendasi);
4. a. BPPE menyampaikan hasil proses (kajian, rekomendasi dan konsep SIP ABT/SIP MA/SIP G-P) lepada Distamben

b. Distamben melakukan verifikasi dan koreksi;
c. Kepala DISTAMBEN membuat Keuptusan Pemberian/Penolakan Permohonan SIP ABT/SIP MA/SIP G-P (maksimal proses dari 2 hingga 4 maksimal 90 hari);

5. a. SIP ABT/SIP MA/SIP G-P disampaikan kembali ke BPPE
b. BPPE menyerahkan kepada Pemohon setelah melunasi retribusi yang ditetapkan.
c. Tembusan SIP ABT/SIP MA/SIP G-P disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Instansi terkait.



•C. PERMOHONAN SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH, DAN PENGAMBILAN MATA AIR

1

Pemohon 
mengajukan 
permohonan 
SIPA/ SIPMA 

dilengkapi SIP 
dan laporan 

pemboran/Lapo 
ran penutapan

KETERANGAN :

SIPA adalah Surat Ijin Pengerok Han Air Bawah Tanah baik dari sumur bor maupun sumur H&li/pasak, SIPMA a u'alah Surat Inn Pengambilan Mat? A: r.
1. Pengajuan berkas permohonan langsung ke Loket atau melalui perantara (POS, Jasa Pengiriman/kurir) dengan dilampiri laboran hasil pemboran, yang berisi tentang penampang 

sumur, konstruksi, potensi dan kebutuhan debit, uji kualitas air dan pengesahan pamasangan meter air.
2. BPPE meiakukan kajian Kelayakan permohonan SlPA/SiPMA
3. Hasil kajian kelayakan diteruskan ke DISTAMBEN;
4. DISTAMBEN melakukan verifikasi dan koreksi;
5. a. Permohonan tidak memenuhi kelayakan maka dibuat surat penoplakan perrmohonan. Disampaikan ke Pemohon

b. BPPE menyampaikan surat penolakan permohonan lepada pemohon .
6. a. Permohonan dinyatakan layak maka Kepala DISTAMBEN menerbitkan SIP/SIPMA.

b. BPPE menyampaikan SIP/SIPMA lepada Pemohuon .
c. Tembusan surat Penolakan Permohonan atau SIP/SIPMA disampaikan lepada Bupati/Walikota.



□.‘PERMOHONAN PERPANJANGAN SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH, DAN PENGAMBILAN MATA AIR

1

Pemohon 
mengajukan 
permohonan 
Perpanjangan 
SIPA/ SIPMA 

dilengkapi 
Persyaratan 
administrasi

6b
A

KETERANGAN :
SIPA adalah Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah baik dari sumur bor maupun sumur gali/pasak, SIPMA ddalah Surat Ijin Pengambilan Mata Air,

1. Pengajuan berkas permohonan langsung ke Loket atau melalui perantara (POS, Jasa Pengiriman/kurir) dengan dilampiri SIPA Lama, laporan pemakaian ABT 1 tahun terakhir, Bukti 
pembayaran pajak 3 bulan.

2. BPPE melakukan kajian kelayakan permohonan perpanjangan SIPA/SIPMA;
3. Hasil kajian kelayakan diteruskan ke DISTAMBEN;
4. DISTAMBEN melakukan verifikasi dan koreksi;
5. a. Permohonan tidak memenuhi kelayakan maka dibuat surat penoplakan perrmohonan. Disampaikan ke Pemohon

b. BPPE menyampaikan surat penolakan permohonan lepada pemohon .
6. a. Permohonan dinyatakan layak maka Kepala DISTAMBEN menerbitkan SIP/SIPMA perpanjangan .

b. BPPE menyampaikan SIP/SIPMA perpanjangan lepada Pemohon incoui id itckipau
c. Tembusan surat Penolakan Permohonan atau SIP/SIPMA disampaikan lepada Bupati/Walikota. GUBERNUR JAWA TENGAH

RDIYANTO



LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2006
TANGGAL 17 Juli 2006

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADUAN PELAYANAN DI 
BALAI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS 

PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH


